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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin
yang diajukan oleh:

Muslim bin Mido, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Dusun Ill, Desa Rante
Baru, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka

Utara, selanjutnya disebut Pemohon I.

Nurlela binti Hila, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Il
Desa Rante Baru, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten

Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, keterangan calon
pengantin dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya di

persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 03 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
68/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:
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Nama : Musradi Putra bin Muslim

Tempat/Tanggal lahir : Welulu, 25 Agustus 2001

Umur : 18 tahun 11 bulan

Agama . Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Petani

Alamat :Dusun lll, Desa Rante Baru, Kecamatan Rante
Angin,

Kabupaten Kolaka Utara;

dengan calon Istri

Nama : Warni Sari binti Baharuddin
S

Tempat/Tanggal lahir : Lapasi-pasi, 28 Mei 2004

Umur : 15 tahun

Agama . Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan D

Alamat : Dusun IV, Desa Lambai, Kecamatan Lambai,

Kabupaten

Kolaka Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambai;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon
belum mencapai umur 19 sebagaimana surat penolakan KUA Kecamatan
Lambai dengan surat nomor B-95/Kua.24.09.4/PW.01/7/2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena anak para Pemohon dan calon istrinya sudah berpacaran selama 1
tahun lamanya dan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan

yang dilarang oleh ketentuan hukum islam;
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4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut
tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cqg. Majelis hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan, memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon
bernama (Musradi Putra bin Muslim) dengan calon Istrinya bernama
(Warni Sari binti Baharuddin S);

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, pada hari sidang yang telah
ditetapkan para Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai
istri hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan arahan mengenai akibat
hukum dari dispensasi kawin dan tanggungjawab yang muncul dari
perkawinan dan atas nasihat tersebut para Pemohon tetap pada
permohonannya semula;

¢ Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke
Pengadilan Agama Lasusua dengan maksud untuk menikahkan anaknya
karena keinginan dari anak para Pemohon;

e Bahwa hubungan anak Para Pemohon sudah begitu dekat dan telah
berpacaran selama satu tahun;

e Bahwa saat ini umur kedua calon mempelai belum cukup 19 tahun

namun keduanya telah siap berumah tangga;
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e Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, dan tidak ada
hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan
mereka tidak ada halangan untuk menikah;
e Bahwa sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk
menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya;
e Bahwa para Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lambai tentang keinginan kedua calon mempelai untuk
menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambai
karena umur kedua calon mempelai belum cukup 19 tahun;
Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon telah mengajukan
alat bukti tertulis berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muslim, NIK
7408041507640003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 22 Februari 2019,
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlela, NIK
7408044105720001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 06 Oktober 2012,
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara atas nama
Kepala Keluarga Muslim, Nomor: 7408041112100018, tanggal 22
Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musradi Putra, NIK
7408042508010001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 05 Oktober 2018,
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara atas nama
Jusman Hidayat, nomor: 7408-LT-25102011-0288 tanggal 26 Oktober
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2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.5;

6. Fotokopi ljazah Madrasah Tsanawiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala
Madrasah Tsanawiyah An-Nur Rantebaru Kabupaten Kolaka Utara atas
nama Musradi Putra, nomor: Mts.056/24.09/PP.01.1/5/2017 tanggal 02
Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baharuddin S., NIK
7408083101680001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 12 Februari 2012
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarni, NIK
7408084105710001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 08 Januari 2013
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara atas nama
Kepala Keluarga Baharuddin S., Nomor: 7408080303100005, tanggal 18
Juni 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara atas
nama Warni Sari, nomor: 7408-LT-18062011-0062 tanggal 18 Juni 2011,
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya diberi kode P.10;

11. Fotokopi ljazah Sekolah Dasar, yang dikeluarkan oleh Kepala
Sekolah Dasar Negeri 1 Latawaro Kabupaten Kolaka Utara atas nama
Warni Sari, nomor: DN-20 Dd/06 0035707 tanggal 25 Juni 2016, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya diberi kode P.11;
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12. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan (KUA) Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, Nomor B-
95/Kua.24.09.4/PW.01/7/2020 tanggal 27Juli 2020 diberi kode P.12;
Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, para Pemohon telah
mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:
1. Basma, S. Pd bin Dadi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Rante Baru,
Kec. Rante Angin, Kab. Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta
dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak
oleh KUA Kecamatan Lambai karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Musradi
Putra bin Muslim;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak para Pemohon
bernama Warni Sari binti Baharuddin S.;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sekarang berumur 15
tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isteri sudah saling
mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isteri sudah
berhubungan sangat dekat selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon
isteri tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang
menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan calon

isterinya berstatus gadis;
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- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau

menikahkan keduanya;

- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan dengan rencana

pernikahan antara anak para pemohon dengan Warni Sari;

- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah

laku seperti orang dewasa;

- Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian

sebagai honorer di Dinas Kebersihan Kecamatan Rante Angin;

- Bahwa calon isteri anak dari para Pemohon sudah terlihat

dewasa untuk menikah;
2. Takdir bin Laeda, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan honorer di Dinas Kebersihan, bertempat tinggal di Desa Rante
Baru, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah Sepupu dari Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta

dispensasi kawin;

- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon

| dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan

Lambai karena keduanya belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon Musradi Putra bin

Muslim;

- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;

- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak para Pemohon

bernama Warni Sari binti Baharuddin S.;

- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sekarang berumur 15

tahun;

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isteri anak para

Pemohon sudah saling mengenal;
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- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isteri anak para
Pemohon sudah berhubungan sangat dekat selama kurang lebih satu
tahun;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isteri

anak para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dalam agama;

- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan calon

isteri anak para Pemohon berstatus gadis;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah untuk

menikahkan keduanya;

- bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan rencana

pernikahan antara Musradi dan Wani Sari;

- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian

sebagai pegawai honorer Dinas Kebersihan Kecamatan Rante Angin

dengan gaji sebesar satu juta tiga ratus ribu rupiah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan
apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara
permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang
harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah
pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

sehingga tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan
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(2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang
resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak
dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ
reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi
perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak
disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan,

akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon
didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon
hendak menikahkan anak kandungnya bernama Musradi Putra bin Muslim,
umur 18 tahun 11 bulan dengan calon istri yang bernama Warni Sari binti
Baharuddin S, umur 15 tahun, karena sudah sangat mendesak untuk segera
dilangsungkan pernikahan, karena anak para Pemohon dan calon istrinya
sudah berpacaran selama 1 tahun lamanya dan dikhawatirkan mereka akan
melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan
keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut
serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut,
namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut,
Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lambai menolak dengan alasan
anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri
dan kedua orang tua calon besan dari para Pemohon tersebut telah
dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalii permohonan Para
Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan
P.12 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh

Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah
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diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.12 bukan
berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat permohonan para Pemohon

aquo, hakim mempertimbangkannya secara materil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi
Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa para Pemohon berdomisili
diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga Hakim menilai
bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan

Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 harus
dinyatakan terbukti bahwa Musradi Putra adalah anak kandung para
Pemohon dan telah berusia 18 tahun 11 bulan dan terhadap bukti ini

sepanjang relevan dengan perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Fotokopi ljazah atas nama Musradi
Putra bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai
pembuktian volledig en bindende (sempurna dan mengikat) sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.6 aquo patut
dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon telah menempuh pendidikan
lanjutan tingkat pertama, dengan demikian berdasarkan bukti aquo patut
dinyatakan para Pemohon mempunyai legal standing atas perkara aquo, dan

bukti tersebut relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan
P.11 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Baharuddin S. dan
Sumarni, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Baharuddin S., akta
kelahiran atas nama Warni Sari dan ljazah atas nama Warni Sari maka
dengan ini terbukti bahwa calon besan dari para Pemohon merupakan warga
Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara yang memiliki anak bernama
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Warni Sari yang berumur 15 tahun dan telah menyelesaikan Pendidikan

sekolah dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Asli Surat Pemberitahuan adanya
halangan menikah, Model N9, tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lambai dan berdasarkan bukti P.12
aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mengajukan
permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lambai dan dalam bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lambai menolak untuk melangsungkan perkawinan antara
Musradi Putra bin Muslim dengan Warni sari binti Baharuddin karena kedua
calon mempelai dengan alasan belum cukup umur, bukti aguo relevan dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan saksi-saksi yaitu Basma, S. Pd bin Dadi dan Islam, para saksi
tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan
pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah dibawah sumpah di
muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan
tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka
Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,

sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak
para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, kedua orang tua calon istri
anak dari para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak
Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta

hukum sebagai berikut:
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- Bahwa anak Pemohon bernama Musradi Putra bin Muslim, saat ini

berumur 18 tahun 11 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan

mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

- Bahwa Musradi Putra saat ini bekerja sebagai pegawai honorer di

Dinas Kebersihan Kecamatan Rante Angin;

- Bahwa calon istri dari anak para Pemohon bernama Warni Sari binti

Baharuddin S berumur 15 tahun;

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah siap untuk

menikah tanpa adanya paksaan serta siap menanggung akan segala

resikonya;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada

hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk

menikah dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan

dengan orang lain;

- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya adalah

gadis;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat menikahkan

anaknya agar tidak melanggar norma agama;

- Bahwa kedua belah pihak siap membantu rumah tangga dari kedua

calon mempelai jika ada masalah tanpa ikut campur terlalu lebih dalam

urusan rumah tangga anak-anak mereka;

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan lambai telah

menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup

umur untuk menikah bedasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,

ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada
halangan untuk menikah menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan
Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi
Hukum Islam dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam
Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15
ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah
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terpenuhi. Namun, karena kedua calon mempelai belum cukup umur untuk
menikah berdasarkan Undang-Undang sehingga syarat usia minimal untuk
kedua calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk
menghidari dampak buruk yang lebih besar yaitu melanggar norma agama,
maka perlu diberikan izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon
tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dan
para Pemohon telah menggambarkan bahwa unsur-unsur Kondisi darurat
tersebut benar-benar memaksa sehingga perkawinan bagi kedua calon
mempelai harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan
bahwa menghilangkan kerusakan, kemudaratan lebih diutamakan daripada
mengambil manfaat dan “kemudhorotan harus disingkirkan”. Kesenjangan
yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam
dengan Undang-Undang banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di
dalam masyarakat seperti berkembangnya perzinahan atau seks bebas yang
seringkali pada akhirnya menimbulkan ekses negative yaitu meningkatnya
jumlah aborsi di kalangan para remaja wanita saat ini, sehingga untuk
mengantisipasi ataupun menindaklanjuti permasalahan tersebut solusi
terbaiknya adalah pernikahan.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini Hakim mengutip

Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz Il halaman 110):
Wl o, WG aic alll (o, s9mmio o alll e s
el o il piizo b ¢ plws als alll (o
il gazly pall gatl olols zojuls sslll oSio

(ale Baio) slzg o) &l pguall alnd glaiuny ol o
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Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: "Rasulullah saw telah
bersabda kepada kami: “Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian
telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat
menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak
mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”.
(muttafaq ‘alaihi).

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan Hakim aquo
sudah sepatutnya demi hukum dan demi memenuhi rasa keadilan maka
pemberian izin dispensasi kawin bagi calon mempelai dari anak para
Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengapresiaisi atas kesadaran
hukum dari para Pemohon sebagai orangtua dari calon mempelai Pria
karena telah memohon keadilan kepada Pengadilan Agama Lasusua agar
kehendak Para Pemohon dengan alasan mendesak untuk memberikan izin
dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon, hal ini dilandasi karena
semakin maraknya pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara sirri
atau bahkan terjerumus ke dalam jurang perzinahan serta kenakalan remaja
lainnya, meskipun kehendak Para Pemohon tersebut tidaklah sesuai dengan
ketentuan batasan umur menikah yang telah digariskan oleh peraturan
perundang-undangan;v

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
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2. Memberikan izin dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang
bernama Musradi Putra bin Muslim dengan calon istrinya yang bernama
Warni Sari binti Baharudin S., di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Lasusua pada hari Senin, tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriah
bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2020 Masehi oleh kami Ahmad Rifki
Fuadi, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Akbar Amin, S.H
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Penggganti Ketua Majelis,

M. Akbar Amin, S.H Ahmad Rifki Fuadi, S.H.l.

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama

Perincian biaya: Lasusua
- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 50.000,00
- Panggilan ‘Rp  300.000,00 Dra. Faryati Yaddi, M.H
- PNBP Relaas :Rp 200000
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp  416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah). Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama
Lasusua
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